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ABSTRAK 

(A) Nama: Eva Fortuna Kasan (205180026) 

(B) Judul Skripsi: Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa 

Pertanahan Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus: Putusan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 188 PK/TUN/2018) 

(C) Halaman: v + 114 + lampiran + 2021 

(D) Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara, Eksekusi, Sengketa pertanahan 

(E) Isi: 

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pengadilan yang berada dibawah 

kekuasaan kehakiman yang memiliki tugas untuk menyelesaikan perselisihan yang 

terjadi baik di lingkungan internal Pejabat Tata Usaha Negara maupun perselisihan 

yang terjadi antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan Individu atau Badan Hukum 

Perdata. Perselisihan yang sering terjadi antara Pejabat Tata Usaha Negara dengan 

Individu atau Badan Hukum Perdata adalah mengenai sengketa pertanahan akibat dari 

kesalahan yang diperbuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara salah satunya mengenai 

tumpang tindih hak atas tanah. Akibat dari adanya tumpang tindih hak atas tanah maka 

perselisihan tersebut akan dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk 

mendapatkan keputusan hukum yang tetap, muncul permasalahan tentang banyaknya 

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang tidak dapat dieksekusi. Data Penelitian 

menunjukkan bahwa Indonesia memiliki regulasi yang lemah mengenai eksekusi 

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Upaya untuk memaksa Pejabat Tata Usaha 

Negara untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memiliki kekuatan 

hukum tetap belum mampu dilaksanakan secara maksimal. Karena itu, Indonesia perlu 

merumuskan suatu perundang-undangan baru yang mencakup mengenai peraturan 

eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. 
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